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ABSTRAK

Penulisan ini berjudul “Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Minimum Khusus
Terhadap Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor
181/Pid.Sus/2020/PN Chn dan Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl)”.
Hakim dalam mengadili suatu perkara mempunyai asas kebebasan dimana hakim
dapat menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum khusus terhadap terdakwa,
dalam pertimbangan hakimnya harus memiliki landasan filosofis dan sosiologis,
Permasalahan dalam penulisan ini adalah: 1. Apa urgensi pengaturan ancaman
minimum khusus dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 2. Apa dasar
pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhi sanksi pidana di bawah minimum
khusus dalam Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2020/PN Cbn dan Putusan Nomor :
216/Pid.Sus/2021/PN Dgl. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis
penelitan hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa urgensi pengaturan
ancaman minimum khusus dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika bahwa
Majelis Hakim dalam menjatuhi sanksi penjatuhan pidana di bawah minimum
khusus dengan argumentasi Majelis Hakim melalui parameter yang tercantum
dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan SEMA No 3
Tahun 2015 dan fakta persidangan. Adapun dasar pertimbangan Majelis Hakim
berdasarkan putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/Pn  Cbn dan Nomor
216/Pid.Sus/2021/Pn Dgl, dalam putusan ini Majelis Hakim mempunyai
pertimbangan yang mendasar pada teori pembuktian dan teori pemidanaan, hakim
melihat pada surat dakwaan dan juga fakta hukum yang terungkap di persidangan,
sehingga hakim mampu melakukan terobosan hukum dengan memberikan sanksi
penjatuhan pidana di bawah minimum khusus.

Kata Kunci : Narkotika, Pidana Di Bawah Minimum Khusus, Pertimbangan
Hakim.

Indralaya, \3 Maret 2023
Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,
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NIP. 198812032011012008
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, ada yang sintetis maupun semi sintetis yang menyebabakan perubahan
dalam kesadaran, hilangnya rasa nyeri pada tubuh dan juga menimbulkan
ketergantungan atau bisa disebut candu. Adapun dalam hal pengobatan narkotika
ini di perbolehkan dengan sesuai standar kebutuhan yang sudah ada persetujuan
dari dokter yang bersangkutan. Namun jika penyalahgunaannya tidak ada
persetujuan atau perizinan dari dokter maupun instansi yang bersangkutan maka
dapat dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan undang-undang yang
bersangkutan.?

Zat yang terkandung dalam narkotika ini dimanfaatkan dalam dunia medis
sebagai obat bius dalam menjalankan operasi maupun pengobatan lainnya dan juga
sebagai pengembangan ilmu pengatahuan. Dan jika narkotika tidak digunakan oleh
pihak atau instansi yang berwenang maka bisa disebut penyalahgunaan narkotika.
Penyalahgunaan narkotika ini dapat mengakibatkan bahaya bagi kehidupan dan
nilai-nilai budaya bangsa yang mana akan melemahkan ketahanan tatanan

nasional.2

! Penjelasan Umum Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Lembar Negara.
2009/ No. 143, Tambahan Lembaran Negara No. 5062, Lembar-Lembaran Sekretariat Negara : 58
him.

2 Sujono dan Bony Daniel, “Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika”, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him. 5.



Kejahatan narkotika ini termasuk merupakan kejahatan luar biasa atau bisa
disebut extra ordinary crime, yang mana jika kejahatannya luar biasa maka dalam
pemberantasannya membutuhkan upaya yang luar biasa pula. Dalam hal ini modus
operandi tindak pidana narkotika yang berkembang terus menyebabkan sulit
menemukan bandar, penyalur, pengguna atau pun korban dari tindak pidana

narkotika.®

Dampak globalisasi telah merambah ke seluruh peradaban nasional didunia
yang berjalan dengan begitu cepatnya. Dalam hal ini perilaku hegemoni manusia
dewasa ini semakin dipengaruhi dengan adanya kemajuan teknologi yang
cenderung mengubah karakter bangsa ini. Terkait dengan hal ini meningkatnya
penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika yang membuat kondisi
proses pembangunan bangsa ini terhambat. Perlu diketahui bahwa nakotika ini
sudah merambah keseluruh pelosok dunia. Dunia sadar, bisnis narkotika ini
menjadi ancaman yang serius bagi seluruh bangsa, narkotika ini merupakan
kejahatan yang tergolong sebagai traditional crime (kejahatan lintas batas negara).
Penanggulangannya pun membutuhkan aparat yang professional yang mampu
membangun jaringan nasional maupun internasional. Maka dalam hal
mengantisipasi semakin luasnya peredaran gelap narkotika dan korban narkotika
yang mulai berjatuhan, maka di Indonesia pemerintah beserta Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) mengeluarkan atau membuat suatu peraturan perundang-undangan

yang secara khusus mengatur yang bersangkutan terkait dengan narkotika ini. Yang

3 Adhi Inderaputra, “Pertimbangan Yuridis Tentang Pengetatan Syarat Dan Tata Cara
Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Extra Ordinary Crime Khususnya Narkotika”, Jurnal
PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 07, No. 02, (Juli-Desember 2021), him. 550, diakses melalui :
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/4580/0 pada tanggal 13 Mei 2022, pukul
13:08.



https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/4580/0

mana Undang-Undang yang dimaksud ialah Undang-Undang Nomor 27 tahun 1997
tentang Narkotika, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ini diharapkan dapat menanggulangi setiap
penyalahgunaan narkotika di Indonesia, dari segi apapun pemanfaatan narkotika,
selain untuk tujuan ilmu pengetahuan dan Kesehatan, maka penyimpangannya

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan narkotika.*

Undang-Undang Narkotika ini khususnya pada Pasal 6, dijelaskan bahwa
narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Golongan I, Golongan Il dan
Golongan Il1. Hal yang khusus dalam Undang-Undang Narkotika ini yang terdapat
dalam Pasal 111 dan Pasal 114 tentang batasan sanksi atau ancaman dalam
penjatuhan pidana maksimum dan minimum khusus, dalam hal ini depergunakan
oleh hakim sebagai pijakan dalam menjatuhkan pidananya, baik penjatuhan pidana

dalam batas maksimum maupun minimum.®

Undang-undang Narkotika pada Pasal 111 yang terdiri dari dua ayat yang

memuat :°

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam,
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan | dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus

4 Muammar, “Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika ”, Jurnal Al-ljtimaiyyah, Vol. 5,
No. 1, (Januari-Juni  2019), him. 35, diakses melalui : https://jurnal.ar-
raniry.ac.id/index.php/PMl/article/download/5133/3355 pada tanggal 13 Mei 2022, pukul 13:10.

5 Latumaerissa Denny, “Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana
Narkotika”, Jurnal Belo, Vol. 5, No. 1, (Agustus 2019-Januari 2020), him. 69, diakses melalui :
https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/1313/1089 pada tanggal 13 Mei 2022, pukul
13:20.

% Ibid, Pasal 111



https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/download/5133/3355
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/download/5133/3355
https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/1313/1089

juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar
rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan | dalam bentuk
tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1
(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
(sepertiga).

Melihat kembali dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa : Hakim dan hakim konstitusi
wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

yang hidup dalam masyarakat.’

Penulis mengkaji beberapa kasus yang diputus dibawah minimum khusus,
putusan pertama Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2020/PN Cbn Tentang Narkotika
bahwa yang terdapat dalam undang-undang narkotika di Golongan | dalam bentuk
tanaman (ganja kering) yang di putus di Pengadilan Negeri Cirebon yang mana
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
narkotika.

Kasus tindak pidana narkotika di Cirebon dalam putusan yang bermula
saksi Gugun Gumelar dan Suprapto mendapatkan informasi dari masyarakat bila
didepan Kosan Bonsai JI. Islamic Centre Desa Kertawinangun Kec. Kedawung
Kabupaten Cirebon sering adanya 2 (dua) orang yang dengan gerak gerik
mencurigakan (seperti merasa bersalah), kemudian saksi Gugun Gumelar bersama

Suprapto selaku rekan kerja menanggapinya dengan melakukan surveillance

7 Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman. Lembaran Negara. 2009/ No. 157, Tambahan Lembaran Negara No. 5076, Lembar-
Lembaran Sekretariat Negara : 21 him.



(pengawasan) didaerah tersebut, setelah 2 (dua) hari kemudian yaitu hari Jumat
tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di depan Kosan Bonsai J.
Islamic Centre Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon,
saksi Gugun Gumelar Bersama saksi Suprapto pun melihat dari gerak gerik orang
yang mencurigakan, yaitu terdakwa 2. Rachmat Saleh Bin Tawan yang datang
menemui terdakwa 1. Heriyanto Bin (Alm) Siswito untuk kemudian mereka
terdakwa pun diamankan dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)
Paket Narkotika Golongan | dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja kering yang
dibungkus plastik warna putih bening kemudian dibalut lakban warna coklat yang
disimpan didalam Tas Selempang warna Hitam milik terdakwa 2. Rachmat Saleh
Bin Tawan, dan setelah diinterogasi terdakwa 2. Rachmat Saleh Bin Tawan
mengaku bila barang berupa Daun Ganja kering tersebut diperoleh dari Opay
(Belum Tertangkap) selaku kenalan terdakwa 2. Rachmat Saleh Bin Tawan pada
tahun 2010.8

Kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan
subsideritas (tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai dengan
tindak pidana yang diancam dengan pidana teringan) , dakwaan subsideritas yang
berisi, dakwaan primair (terberat) yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009
tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan subsider yang mana
perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
111 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-

1 KUHP. dan dakwaan lebih subsider yang mana perbuatan terdakwa sebagaimana

8 pengadilan Negeri Cirebon, Putusan No. 181/Pid.Sus/2020/PN Cbn, him. 4.



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.®

Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika. Ancaman pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ancaman pidana
Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah pidana penjara paling singkat
4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sementara ancaman pidana Pasal 127
ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah ancaman pidana paling ringan yang
mana hakim dakwaan lebih subsider oleh karena dakwaan subsider telah terbukti
maka dakwaan selanjutnya dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan
lagi.°

Perbuatan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya memohon
kepada Majelis Hakim agar terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan
meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI. No.
35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana

dalam dakwaan subsider dan menjatuhkan pidana penjara paling singkat 4 (empat)

9 Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem
Peradilan Pidana”, Jurnal MMH, Vol. 44, No. 4, (Oktober 2015), him. 507, diakses melalui :
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11468 pada tanggal 13 Mei 2022, pukul
14:00.

10 pengadilan Negeri Cirebon, Putusan No. 181/Pid.Sus/PN Cbn, him. 6,8 dan 10.


https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11468

tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Majelis Hakim dalam putusannya
menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam
Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan
tetapi Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut diatas
oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8
(delapan) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan
ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti
dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, yang mana ancaman
pidananya di bawah ketentuan minimum khusus Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang
Narkotika.!

Kasus yang serupa hal nya pada putusan yang di putus di Pengadilan Negeri
Donggala Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Dgl yang mana majelis hakim di
Pengadilan Negeri Donggala memutuskan putusan dibawah minimum khusus,
dalam hal ini bahwa yang terdapat dalam putusan ini terdakwa secara sah bersalah
dan terjerat undang-undang narkotika di Golongan | dalam bentuk bukan tanaman
(sabu).

Kasus tindak pidana narkotika di Donggala dalam putusan yang bermula
terdakwa Mansur Awang alias Heri bersama-sama Terdakwa Fadlan alias Meno
(Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul

14.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Desa

1 Thsanuddin, “Berani Terobos Angka Pidana Minimum, Hakim Kasus Fidelis
Diapresiasi” https://nasional.kompas.com/read/2017/08/02/13084291/beraniterobos-angka-pidana
minimum-hakim-kasus-fidelis-diapresiasi?page=1 , diakses 15 Februari 2022.




Kaleke Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi, waktu dan tempat sebagaimana
tersebut terdakwa Fadlan alias Meno dan terdakwa Mansur Awang alias Heri pergi
meminjam uang dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian
setelah mendapatkan uang pinjaman, terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu
di Kota Palu dengan cara mendatangi langsung dan membeli dari saudara Toke di
kelurahan Tavanjuka kecamatan tatanga kota Palu dengan berboncengan
menggunakan sepeda motor. Terdakwa membeli shabu sebanyak sebanyak 2 (dua)
paket yang terbungkus plastik klip, terdakwa berangkat dari Palu menuju Desa
Bobo Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi dengan mengendarai sepeda motor
merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DN 3893 JD kemudian pada saat di
perjalanan tepatnya di Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi
terdakwa dicegat oleh Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Sigi setelah itu
terdakwa berhenti dan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap
Terdakwa Fadlan alias Meno dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu
di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa Fadlan alias Meno dan pada saat
dilakukan intograsi, terdakwa Fadlan alias Meno mengakui bahwa 2 (dua) paket
narkotika jenis shabu adalah milik kedua terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang
bukti diamankan oleh Petugas dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Sigi
kemudian diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba Polres Sigi guna proses hukum
lebih lanjut.*

Kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan
tunggal dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mansur Awang alias Heri karena

12 pengadilan Negeri Donggala, Putusan No.216/Pid.Sus/PN Dgl, him. 3.



kesalahannya berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan masa
tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
dan Pidana Denda Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan
kurungan, , akan tetapi Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa
tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, yang
mana penjatuhan pidananya dibawah ketentuan minimum khusus.*3

Penjatuhan putusan dibawah ketentuan minimum khusus tersebut, penulis
tertarik untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana
dibawah ketentuan minimum khusus terhadap perbuatan terdakwa yang
disesuaikan dengan fakta-fakta dalam persidangan. Dalam penulisan skripsi ini,
bahwa maksud dari fakta dalam persidangan ialah fakta hukum yang terkait dalam
putusan.

Penjatuhan pidana dibawah ketentuan minimum khusus maka perlu dilihat
lebih lanjut menyangkut keberadaan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pemilik
atau pengguna narkotika. Sebagai pengguna narkotika, rehabilitasi dalam arti
memperlakukan terdakwa harus selalu dilakukan.

Penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam
pada Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2020/PN Cbn dan Putusan Nomor :
216/Pid.Sus/2021/PN Dgl Tentang Narkotika, untuk menbuat karya ilmiah yang
berbentuk sripsi hukum dengan judul : “Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah

Minimum Khusus Terhadap Penyalahguna Narkotika”

13 pengadilan Negeri Donggala, Putusan No.216/Pid.Sus/PN Dgl, him. 5.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji dalam skripsi ini

antara lain ialah :

1.  Apa Urgensi Pengaturan Ancaman Minimum Khusus Dalam Tindak
Pidana Penyalahgunaan Narkotika ?

2. Apa Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhi Sanksi
Pidana di Bawah Minimum Khusus Dalam Putusan Nomor :
181/Pid.Sus/2020/PN Cbn dan putusan Nomor : 216/Pid.Sus/2021/PN
Dgl ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai berdasarkan penyusunan skripsi

ini ialah :

1. Untuk Mengetahui Urgensi Pengaturan Ancaman Minimum Khusus
Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

2. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan
Sanksi Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Putusan Nomor :
181/Pid.Sus/2020/PN Cbn dan putusan Nomor : 216/Pid.Sus/2021/PN
Dagl.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis
maupun secara praktis, ialah :
1. Secara teoritis, penulisan skripsis ini diharapkan dapat berfungsi sebagai

referensi ataupun bisa menambah wawasan dibidang keilmuan, khususnya
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yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan ilmu pidana pada
umumnya.
2. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih pemikiran dan bahan masukan bagi Hakim, Jaksa Penuntut
Umum, Penasihat Hukum maupun para penegak hukum lainnya dalam
upaya penyelesaiian kasis tindak pidana narkotika.
E. Ruang Lingkup Penelitian

Bambang Sunggono mengungkapkan, bahwa ruang lingkup penelitian
merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian,
mempersempit permasalahan, serta membatasi area penelitian.'* Pada penelitian
ini, penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan berfokus terhadap

sistem pemidanaan terhadap pelaku narkotika Golongan |I.

F. Kerangka Teori
1. Teori Ratio Decidendi
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang
di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang
relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam

penjatuhan putusan.®

14 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, cet 16 (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2011), him. 111.

15 Antonius Bangun Silitonga, “Analisis Ratio Decidendi Penjatuhan Pidana Mati
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Rumusan Pasalnya Tidak Ada Ancaman Pidana
Mati (Studi Putusan No. 241/Pid.Sus/2019/Pn. Tjb)” Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2, No. 3, (Oktober
2021) him.20, diakses melalui
https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/155 pada tanggal 14 Mei 2022
pukul 09:00.
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Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang hakim
dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati
nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut, agar
putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung
pada keadilan yang bersifat formal, tetapi juga keadilan yang bersifat
substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan
dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak, seperti aspek
pendidikan, aspek kemanusiaan, ataupun aspek kemanfaatan, penegakan
hukum, kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya. Menurut Goodheart, ratio
decidendi dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta
materiil tersebut diperhatikan dengan baik oleh hakim untuk melakukan
interprestasi fakta tersebut.’® Dalam menemukan ratio decidendi dalam suatu
putusan biasanya terdapat pada bagian-bagian tertentu. Untuk sampai kepada
salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu ratio
decidendi nya. Di dalam hukum Indonesia yang menganut civil law system,
ratio decidendi tersebut dapat ditemukan pada konsideran menimbang pada

pokok perkara.

Peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi seorang hakim
untuk menentukan putusan yang dijatuhkannya, walaupun sebagaiman
dijelaskan sebelumnya, bahwa hakim bukanlah hanya sekedar corong pada

undang-undang atau penerapan hukum semata (la bouche de la loi), akan tetapi

18 1bid, him. 35
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peraturan perundang-undangan merupakan pedoman bagi seorang hakimdalam

menjatuhkan suatu putusan.

2. Teori Kebebasan Hakim

Asas kebebasan hakim merupakan persyaratan minimal yang mutlak
harus ada untuk peradilan yang baik, maka dengan kebebasan tersebut hakim
lebig leluasa memberi putusan yang sesuai dengan hati nuraninya sendiri
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa setelah melalui pertimbangan hukum
dalam proses persidangan. Dengan adanya asas kebebasan ini, hakim bebas
mempergunakan semua metode penemuan hukum dalam menafsirkan

peraturan hukum.’

Secara proses dalam pengadilan, kebebasan peradilan yang dijalankan
hakim dalam mengadili, mengandung pengertian pembatasan juga. Hakim
dalam proses mengadili perkara di pengadilan, kebebasannya tidaklah bersifat
mutlak. Ada batasan kebebasan hakim yang tertera dalam Undang-Undang
1945, hukum yang tidak tertulis dan kepentingan para pihak hukum yang
berpekara. Tidak boleh melupakan Pancasila, sebagai sumber dari segala
sumber hukum vyang terkecuali memungkinkan kebebasan hakim dalam

menjalankan tugasnya agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.'®

17 Elisabeth Nurhaini Butar butar, “Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum
Dan Antinomi Dalam Penerapannya”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 1, (Februari 2011), him.
68, diakses melalui : https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16196 pada tanggal 14 Mei 2022,
pukul 08:23.

18 Ery Setyanegara, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila
Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Substantive”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 44, No. 4
(Oktober-Desember 2014), him. 466-467, diakses melalui
http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/31 pada tanggal 14 Mei 2022, pukul 08:25.
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3. Teori Pemidanaan

Menurut Mahrus Ali sebagaimana dikutip oleh Ratna WP, mengenai

teori pemidanaan dibagi menjadi 3, yakni :°

1. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak-pihak yang melakukan
balas dendam, baik itu masyarakat itu sendiri maupun mereka yang
dirugikan dan menjadi korban. Teori ini memang primitif, namun
pengaruhnya masih bisa dirasakan di zaman modern ini. Pendekatan Teori
Absolut menyajikan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan hukuman
berat atas dasar bahwa seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, ia
seharusnya menerima hukuman yang dijatuhkan. Di sini dapat dilihat
bahwa unsur utama dari pendekatan teoritis absolut adalah balas dendam
kepada pelaku, atau dengan kata lain dasar pembenaran suatu kejahatan
terletak pada ada atau adanya kejahatan itu sendiri.
2. Teori Relatif

Pada awal teori ini, ia mengajarkan bahwa properti kriminal dan
implementasinya harus diarahkan untuk upaya menghindari keyakinan
(special prevention) kesempatan untuk mencegah lebih banyak kejahatan di
masa depan dan masyarakat umum secara umum (general prevention) dari
Kemungkinan, kejahatan yang baik berkomitmen sebagai kejahatan yang

terbuat dari kejahatan dan lainnya.

19 Ratna WP, Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara

(menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009),(Yogyakarta: Legality, 2017) him. 106-107.
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3. Teori Gabungan
Teori gabungan ialah penggabungan pemikiran yang terkandung

dalam teori absolut dan teori relatif. Dilain itu bahwa penjatuhan sanksi

pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga agar si pelaku

dapat direhabilitas sehingga bisa kembali ke masyarakat.
G. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Maruki, penelitian hukum merupakan suatu
kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada cara-cara atau metode, sistematika dan
pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala
hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya yang kemudian mengusahakan

pemecahan atas masalah-masalah yang timbul.?°

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer berupa
peraturan perundang-undangan serta bahan literatur-literatur yang berkaitan
dengan hukum acara pidana dan bahan hukum sekunder yang mendukung
daripada bahan hukum primer.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan Pustaka, yakni dengan mengumpulkan bahan sekunder

yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

20 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Penada Media Group,
2011), him. 35.



16

hukum tersier. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara
sistematis, dikaji, dan ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti.?!
2. Sumber Dan Bahan Hukum

Penelitan hukum sangatlah berbeda dengan penelitian sosial, dalam hal
menyelesaikan suatu isu mengenai mesalah hukum sekaligus memberikan
suatu preskripsi mengenai apa yang seharusnya, maka peneliti memerlukan
sumber-sumber penelitian yang disebut dengan bahan hukum?2. Penelitan
hukum normatif menggunakan data studi kepustakaan. Oleh karena itu, maka
data yang dijadikan bahan penelitian adalah data sekunder atau bahan
kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier.%

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan
perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat kepada
masyarakat, yaitu berupa:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2L Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, cet 1 (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2004), him. 13.

22 |bid, him. 141.

2 Nica Ngani, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, (Yogyakarta: Penerbit
Pustaka Yustisia, 2012), him. 79.
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3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
Lembaran Negara. 2009/ No. 143, Tambahan Lembaran Negara No.
5062, Lembar-Lembaran Sekretariat Negara : 58 HIm.;

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman, Lembaran Negara. 2009/ No. 157, Tambahan
Lembaran Negara No. 5076, Lembar-Lembaran Sekretariat Negara
121 Him;

5) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan;

6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang
Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu
Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas
Sosial.

7) Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 181/Pid.Sus/2020/PN
Cbn;

8) Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor; 216/Pid.Sus/2021/PN
Dgl.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang
bahan hukum primer. Berupa artikel internet, sripsi atau tesis, hasil-hasil

penelitian, dan buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini.
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c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
mengenai bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa,
dan indeks kumulatif.?*

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini ialah pendekatan
peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif.
Pendekatan undang-undang atau statute approach adalah suatu metode yang
dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti.?® Pendekatan kasus atau case approach adalah
pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang
berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.?® Pendekatan komparatif dilakukan
untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta dan
objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.?’
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui proses inventarisasi dan
indentifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi
bahan hukum sesuai permasalahan yang ada pada penelitian ini. Penelitian
pada skripsi ini menggunakan Teknik pengumpulan bahan-bahan dengan studi

kepustakaan melalui buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para

24 |bid, him. 80.
%5 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Penada Media Group,

2011), him. 95.

274,

2 |bid, him. 24.
27 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010), him.
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ahli hukum, hasil-hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan pokok
permasalahan pada skripsi ini.?8
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan pada skripsi ini adalah deskripsi
kualitatif, yaitu dengan melakukan Analisa bahan-bahan hukum yang telah
terkumpul, diolah dan dijabarkan secara sistematis sehingga dapat
dimengerti.?® Deskriptif kualitatif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk
menentukan isi atau makna dari aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam
menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.
6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan pada penulisan skripsi
ini menggunakan Teknik deduktif, yaitu suatu Teknik yang berawal dari
pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu

kesimpulan yang bersifat khusus.3!

28 |bid, him. 25.

2 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, cet 2, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2003), him. 70.

30 Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), HIm. 107.

31 Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, (Jakrta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011),
him. 11.
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